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PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 19 TAHUN 2000
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{TANG
PENGAWASAN DAN I_ARANGAN MINUMAN BERALKOHOL
DENGAN RA&E&J‘-‘-‘-T TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN ;
: & balwa secara esensiil penggunaan minuman beralkoho! dapat menimbulkan gangeuan
kesehatan_ tidak saja iu. sechafan jasmani tetapi rohani, sosial dan skonomi

ngaruli minuman beralkoho! menjadi salah satu sebab timbulnya ketidak
an g@.} ognan ferhadap kelenferaman hidup dalam masyarakat hal tersebut
an dengan norma acszai dan norma agama |

L)

bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b diafas, maka perlu iﬁn}ctapxan
ketentuan peraturan hulon terhadap penjuslan, penyajian dan pengguna minuman
beralkoho! di Kota Pekalongan ;

d. bahwa untuk maksud diatas perln  ditetapkan dalam Peraturan Daerah |
_ Staatsbid Nomor 377 Tahun 1949 tentang Ordonantie bahan-bahan berbahaya ;|

Undang-Undang Nomot 16 G
singi S e Tazar: T ra Harat Ao A
Besar dalam Linglamgan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah

Tshimews Y 5oy l"'&“{&

Undang-Undang Nomor 8 Talun 1981 fentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Megara Negs ara Republik Tndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambshan Lembaran
Negara Nomor 3209);

::inmug L.nummziéiﬁm 23 Tahun 1992 Lr.‘ﬁfﬁii Keschatan ( smbaran wf'g,iﬁ’a néu:ﬁ’ 3
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 1380, Tambshan Lembaran Nagars Nomor
3494), :

> Undang-Undang Nomor 22 ‘Tahun 1999 tentang Pemerintzhan Daersh (Lembaran
Negara Negara Republik Indenesia Talun 1999 Nomeor 60, Tambuhun Lembaran
Megara Nomor 3839}
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. Peraluran Pemeriniah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdaganean barang-barang
dalam Pengawasan {Lembaran Negara N'—*wa Renhhhk Indonesia Tahun 1962
Nomor 45, Tambshan Lembaran Negara Nomer 2473} )

el

. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 fentang Perubahan Baias Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat T Pekalongan, hdbﬁpai:a Dasrah Tingkat I Pekalongan
dan Lai‘&pa;.eﬁ Daersh Ting ngkat I Batang (Lembaran Negara Negars epublik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381) :

i

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran
Negara Negas 4?:9&&3 ik h‘}t negia Tahun 1995 Nomer 25 ) ;
. Kepuiusan Presiden Nomor 3 tahun 1997 tentang ngawzman dan Pengendalian

Minuman Beralkohol

10, Feraim'an Menteri Kesehatan Nomor @ 59 / Menkes / Par /T / 1982 ¢ entang ngai
Peredaran, Produksi dan Mengimport Minuman Keras Yang 1' fak Terdaftar pada
Departemen Keschatan ;

{eputusan Menteri Dalam negeri Nomor 84 Tahun 1993 fentong Benhuk Peraturs:

Daerzh dan Peraturan Dasrah Perubmaam%. i
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12.§ Negeri Nomor 4 Tahun 1997 fentang Penyidik Pegawai
merintah Daerah ;

13. Keputusan Menteri Perindusirian dan Perdagangan Nomor : 359 /MPP/EEF/10/1997

’Nlt:lu T’ﬂﬁfm';;c:z dan Pengendalian Pro Js Tmport, Pengedaran dan Penjualas

Dengan Persetujuan
d

DEWAN PEEW: jli%ﬁ??ii\"l’é "DAFRAH
Kota Pekalongan

MEMUTUSEAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG PENGAWASAN DAN
LARANGAN MINUMAN BERALKCHOL.
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KETENTUAN UMIIM
Pasai 1

Dalam Peraturan Daersh ini yang dimaksud dengan :
a Daerah adalah Kota Pekalongan;
b. Pemerintah Daersh adalah Pemerintah Kota Pekalongan ;

¢. Kepala Daersh adalah Walikota Pekalongan -

i

Badan adalsh suatu benfuk badan ussha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,

perseroan lainnya badan ussha milik negara atan dasrah dengan nama dan benfule apapun,
persekufuan, perlamnpulan, firma, kongsi, kﬁpt‘mﬂf yayasan afan organisasi vang sejenis, iembﬂ.%ca
dana pensiu, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha yang lain ;

¢. Minuman beralkoho! adalah minuman yang mengandung athanol yang diproses dari bshan hasil
pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara femeniasi dan destilasi 2 atan fermentasi tanpa
destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atan tidsk menambahlan bahan lain
afan tidak, mapun yang diproses dﬂngm cara mencampur konsenfral dengan thano! afan minuman lain
yang sejenis

f Oplosan adalah mencampur, meramu afay membuaf ¢ defigan carg-cara lerfentu dari bahan-bahan
ber aik'k’; ol afau bahan-bahan lain sehinggs menyebablan pengguna menjadi mabuk atan kondisi lain
yang sejenis |

g Tempal Umum adalah susiu tempat yang mudah dijangkan, ditatangi atau diketahui olch setiap orang
atan tempat lain yang diperunhuldean untuk umum atan yang dapat dilunjungi orang ?’r:m}&? :

i Mengedarkan adalah menyajikan, menyerabkan memiliki atan m“n.pl]ﬂ‘fﬁi persediasn minummz
baralkohol afau G?mé&ﬁ dlf“’iipdi-téﬁmdf ?s..n;umdn dalam nmmsh ii’z{ik:ﬁi. m{.‘ta. srrdﬂiml. *U'!.ublth
pertokoan, di pabrik yang memproduksi, di ruang perusahaan lain di lspangan, di halaman 4’*{;}3
kendarasn, kapal udara, kapal lant, perabu, pos kampling, tempat p"i‘ibaﬁﬁhﬁ, zekolah, rumah agkit,
pasar atau fempat {ain

i. bisbuk adaleh keadasn seseorang karena pengaruh minuman beralkohol atan yang sejenisnya sehingea
bl ;

§ﬂ2}~2_ kesadarannya menjadi be rkurang tan terganggn vang mengakibatkan tidak mampu menguasai
salgh sai atan beberapa dari panca indra aiau anggota badannya ;
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PRODUESI DAN LARANGAN
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Pasal 2

.
&

{1) Setiap orang atan badan yang memproduksi afan m membuat minmman beralkoho!l hanya dilaluken
dengan izin Menteri Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan ketenfuan peraturan perundang-
undangan yang beriaky.

(2) Perizinan dan pengawssan ussha pembuafan minumen beralkoho! tradisional dilalakan oleh
Gubernur,

i

{3} Tfhadap produksi atan pembuatan minuman beratkoho! sebagaimana dimaksud ayaf (1) dan (2) Pasal
ini unfulk tidak diproses dalam wilayah Kota Pekalongan

Pasal 3
Dilarang membuat oplosan dengan segala cara baik oleh orang pribadi manpun badan ussha
BAB I
GOLONGAN, STANDAR MUTU DAN LARANGAN PEREDABAN
Pasal 4

Produksi munuman beralkohal hasil industri di dalam negeri dan berasal dari import, dikelompokkan
dalam golongan sehagai berilut :

a Minuman beralkohol Uu}amzan A adalsh minuman beralkohol dengan kadar ethanol {C2HSCH) 1 %
(satu persen) sampai dengan 5 % { (lima persenj ;

b Minuman beralkoho! Golongan B adaiah minuman ber: alkohol dengan kadar ethanol (CZHSOH) 5 %
{lima persen) sampai dengan 20% 4 {dua puluh persen) ;

L...-l
\

Rinuman beratkohol Golongan C C adalsh minuman beralkohol dengan keadar sthanel (C2HS0H) X
{dua puluh persen j sampai dengan 53 % {lima puluh iima persen).

Paszal 5

siiar ang ?xxt:':;m*aaiifdn m‘:n;u‘li m::nvemaﬁan minuman beralkohoi »ebagmmana tersebuf Pasal 4

eraturan Daer ah i,

i I‘”"J

Pazal 6

(1) Barang siapa mengkonsumsi dan atau mabuk karena minuman beralkohol dan atau barang lain
diancam pidana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daersh ini

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat {1) pasal ini yang mengakibaikan kerugian erang lain dan afan
kepentingan umum diancam pidana sesuai perafuran perundang-undangai yang berlaku.
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BAB ¥V

KETENTUAN PIDANA

Pagal 7

(1) Barang terbukti melanggar Pasal 3, 3 dan 6 ayat (1) Peraturan Dacrah ini, disncam pidana kurungan
paling lama 6 ( enam } bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 5.000.000,- {lima juta rupiaht}.

{2) Dalam pelakeasn ayaf (1} Pagal ini, disertai dengan penyitaan seluruh barang bukti yang selanjutnya
dirmenghian di muka nmum.

™ (5) Tindak Pidana yang dimaksud pada Pasal 3, 5 dan Passl § ayat (1) Poraturan Daerah ni, adalah
pelanggaran

{4) Tindak Pidana yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Perafuran Tigersh im adalah kejahaian
BAB VI

e

~x} ©

welglaikan penyidikan ferhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini adalah Penyidik
an Republik Indonesia dan atan Penyidik Pegawai Negeri Sipil  di lingkungan Pemeriniah
skalonean |

-dasarken ketenfuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

p—
fomah
SRS

il e
'Q:' {

1 g
ey M
Yovwsst
v “‘..-
E:‘ » "EE"
<

P

£
il o

B
:»i“ (2
L

taed .
) 2
[ T
o

o

e

i

poen’

&

Pt
SAL

awe—

Dalam melaksansken fgas penyidikan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang -
o menerima laporan atan pengaduan dart seseorang tentang adanya tindak pidana ;

o |

e Eie Al wariama tads saat i di fempal kejadian dan
H. meiakukiai Hindakan ym'iﬁiuﬂ. paGa sam i al iEpaEL KE

1 permerikaat |
o menvuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengsnal diri tersangia |

= ¢ =

i rdedens seseninan handn A mboa gaent e
melakukan penyiiaan ooida Gai aad SUPEL

£

f memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka afau saksi |

¢ mendatangkan orang shii yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemerikean perkara ;




h. mengadakan penghentian penyidikan sefelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak
f’ i 31 Ciﬂﬂl;} sl i n H ?m—!x iErg V-g bl.u. dﬂi;nﬂ Cﬁdﬁwi hﬁd&k rahm Fan .,‘c.im; }f‘“:t’:‘
melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penumfut umum ter raangka afan

keluarganya :

i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAR VO
PELAKSANAAN EVALUASI DAN PENGAWASAN

Paual ©
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epareman Perindnstrian  dan

an Daerah ini dilaluken oleh Bagian Hulum Sekrefariat Daerah

Kota Pekalongan dan Inspekiorat Wilayah Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Perafuran Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanasunys akan disfus

iebih ianjut oieh Kepala Daerah




Perafuran Daerah ini mulai berlaku pada tangeal diundangkan

Agar supaya sefiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tangeal 21 Okiober 2000

Disefujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dacrsh Kota Pekalongan dengan Keputusan Nomor : 18 /
DPRD/X/2000 tanggal 21 Oktober 2000.

Diundangkan dalam Lembaran Dasrah Kofa Pekalongan Nomor 28 pada tanggal 28 Oktober 2000

Sert © MNomor 3.

Ty

POEDJIOSCEMARTONG

#mbina Utama Muda
NIP. 500 033 727




PERATURAN DAFRAHKOTA PEKALONGAN
NOMOR 10 TAHUN 2000
TENTANG

PENGAWASAN DAN LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

: 53&73 prﬁiukgi,_ pengedaran dan penjualan atan penyajian minuman beralkahol khususnya
mintman keras pads hakekainya bertenfangan dencan norma agama, susila terutama kerena Kots

Pekalongan terkenal dengan masyarakafnya yang sangai agamis. Selain itn dengan beredarmya minuman
keras secara bebas dikhawatirkan aian mengganggy ketenteraman dan kehidupan dalam masyarakat

Bahwa unhik tercapainva fujuan dan makd sebagaimana dimaksud alinea diatas, perly

diadakan pengaturan. pengawasan, pengendalian dan pelarangan oleh Kepolisian dan aparat terkait

Dalam hal operasi di lapangan apabila dipandang perfu dapat melibatkan tokoh masyarakat.

S 2 ol 1 7 R
Pagal 1 Cuiqup jelag,
]

Pasal 3 avaf (3) D Yang dunalsud produksi daiam he
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\ adaish benmk kegiatan

Gann: deie kot o b LR e, e L RS R e
usdnia, memoual, meruban sifsl barang lain eliiiigga memabuiian,
£ ~ H P T f5is = o mant

wermasuk pengertian ini adalsh mengoplos

Pagal 7 ayat (2) t Dalam pelaksanaan pemusnahan ini  dilakukan oleh pihak
Kepolisian dan Kejaksasn vang disaksikan sekurang-kurangnya 3
(lima} orang tokeh wakil masyarakat
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